PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INFLASI, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TERHADAP INDEKS RATIO GINI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017

SKRIPSI
Oleh

FAIZA DWI ANGZILA

NIM : G71216035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA

2020






PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faiza Dwi Angzila NIM. G71216035 ini telah diperiksa dan

disetujui untuk di munagasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Dosen Pembimbing

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311




LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faiza Dwi Angzila NIM. G71216035 ini telah
dipertahankan di depan sidang Majelis Munagasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Maret 2020 dan
dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program

sarjana strata satu dalam llmu Ekonomi.
Majelis Munaqgasah Skripsi:

Penguji 1, Penguiji II,

Ana Toni RtrtSvCandraYudha. SEI..
M.SEI.
NIP. 201603311 NIP. 198009232009121002

NIP. 198706102019032019

Surabaya, 30 Maret 2020

Mengesahkan,
Fakuitas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

v


jangan komen
Typewritten text
iv


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

PERPUSTAKAAN

(I (0 0 0 T L I T T T T T I T T
OMG T 5 id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah
ini, saya:
Nama : FAIZA DWI ANGZILA

NIM : G71216035

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / ILMU EKONOMI

E-mail address . faizaangziladwii@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas
karya ilmiah :

1 Skripsi [ Tesis L] Desertasi [ Lain-lain

yang berjudul :
PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INFLASI, JUMLAH
PENDUDUK

MISKIN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
INDEKS

RATIO GINI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif
ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database),
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media
lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit
yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2020

Penulis

(Faiza Dwi Angzila)

nama terang dan tanda tangan



gooooon

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi,
Jumlah Penduduk Miskin, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap
Indeks Ratio Gini Jawa Timur tahun 2013-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan dilakukan
untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf
hidup. Untuk itu, pemerintah selalu mengupayakan dengan melakukan
pembangunan-pembangunan secara menyeluruh pada semua lapisan daerah,
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara merata. Secara umum,
pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil dan
merata pada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan
masyarakat yang lebih berdaya guna, mandiri, dan maju serta menuju

masyarakat yang adil dan makmur.

Berlakunya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Otonomi Daerah).! Perubahan kebijakan atas regulasi sebelumnya dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebabkan karena tidak adanya lagi
kesesuaian dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilakukannya revisi.?

! Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dikutip Pada Tanggal 16 November 2019. Pukul 10:23 WIB
2 |bid, Hal.1



Kebijakan diatas merupakan upaya pemerintah dalam memberi
kewenangan pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengoptimalkan
sumber-sumber daya yang dimilikinya, baik Sumber Daya Alam (SDA)
maupun Sumber Daya Manusianya (SDM). Terwujudnya pemerataan
pembangunan, merupakan implementasi atas kebijakan undang-undang
mengenai otonomi daerah. Dengan begitu, maka setiap daerah dapat melakukan
atau merencanakan pembangunan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat

guna untuk meningkatkan perekonomian di setiap wilayah atau daerahnya.

Hakikatnya, adanya pembangunan mengindikasikan bahwa suatu
negara atau daerah tersebut ingin memperbaiki kondisi perekonomian dengan
mengharapkan pada peningkatan kesejahteraan hidup. Pembangunan
merupakan penggerak utama ekonomi dalam mendorong dan meningkatkan
kualitas sumber daya dengan cara saling memperkuat, saling keterkaitan, dan
terpadu dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya.> Demikian pun,
pembangunan ekonomi memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong
tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah mampu mengurangi dan
meminimalisir tingkat kemiskinan, serta ketidakmerataan ketimpangan

pendapatan di suatu daerah.

3 Kabul Ali M, Trigunarso Sri I, Perencanan Pembangunan Daerah, (Depok : Kencana, 2017) Hal.12-

13



Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha
perubahan dalam memperbaiki kondisi perekonomian di suatu daerah dengan
mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dan disertai oleh adanya perbaikan
sistem kelembagaan. Sejalan dengan hal itu, maka Rasyid dalam pendapatnya
mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses
dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengolah sumber daya alam
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dengan pemerintah swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah tersebut.*

Berdasarkan definisi tersebut, maka pembangunan erat kaitannya
dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur seberapa besar tingkat
pertumbuhan serta tingkat pendapatan perkapita suatu daerah tersebut, dapat
dilihat dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan, PDRB adalah
nilai output semua barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi atau nilai semua
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang beroperasi di
wilayah domestik.> Dengan kata lain, PDRB digunakan untuk menghitung

tingkat pertumbuhan yang dihasilkan dari sektor-sektor kegiatan ekonomi pada

4 Abdurrahman Rasyid, “Analisis Sektor Potensi Pertanian Di Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014”
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.02, Desember 2016, Hal.02

® Badan Pusat Statistik (BPS), Definisi Produk Domestik Regional Bruto, Diakses Pada Tanggal 20
November 2019, Pukul 21:07 WIB.



lingkup regional atau wilayah. Dari PDRB inilah, kita dapat mengetahui
seberapa cepat perekonomian tumbuh serta tingkat pemerataan pembangunan
yang telah tercapai guna dalam meningkatkan Kkesejahteraan melalui
pendapatan perkapita. Berdasarkan hal tersebut, berikut akan disajikan tabel

PDRB dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1

PDRB Atas Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Jawa Timur,
Tahun 2013 -2017

Tahun PDRB (Miliar) Pertumbuhan (%6)
2013 1.192.789,80 6,08%
2014 1.262.684,50 5,86%
2015 1.331.376,10 5,44%
2016 1.405.561,04 5,57%
2017 1.482.147,59 5,46%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), (diolah kembali)

Pada tabel 1.1 menggambarkan total PDRB atas harga konstan dan laju
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu delapan tahun.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur cenderung mengalami fluktuatif atau peningkatan yang dicapai
mengalami naik turun. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur sebesar 6,08%. Artinya di tahun tersebut, pertumbuhannya tergolong
tinggi. Namun hal itu tidak berlangsung lama, pada tahun 2014-2015,

pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan sebesar 5,86% dan 5,44%.



Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,57% dari 5,44%
menjadi 5,57%. Meski tidak mencapai angka 6 digit, tetapi hal itu dapat
dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tergolong tinggi.
Sementara, jika dilihat dari total PDRB Jawa Timur, terjadi peningkatan setiap
tahunnya dari tahun 2013-2017. Pencapaian tersebut, tidak lepas dari adanya
peran sektor-sektor unggulan serta adanya pemerataan pembangunan pada

setiap wilayah yang ada di Jawa Timur.

Umumnya, permasalahan yang sering dihadapi dan mungkin terjadi
pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia adalah masih
tingginya tingkat kesenjangan ekonomi pada distribusi pendapatan, masih
banyaknya kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. Di Jawa Timur,
hampir semua Kabupaten / Kota mengalami masalah tersebut. Disparitas atau
kesenjangan ekonomi pada distribusi pendapatan merupakan masalah serius

yang sampai saat ini masih belum bisa untuk diminimalisir keberadaanya.

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih mengalami masalah
disparitas pendapatan adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan wilayah
yang terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Kota Surabaya
sebagai ibukota provinsi. Memiliki luas sekitar 47.799,75 km?2® menjadikan

Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten / kota terbanyak

¢ Badan Pusat Statistik (BPS), Luas Wilayah Provinsi Jawa Timur, Diakses Pada Tanggal 2 Januari
2020, Pukul 21:07 WIB.



di Indonesia.” Jawa Timur memiliki pertumbuhan pesat, hal itu dikarenakan
letaknya yang berada pada posisi strategis dan diapit oleh dua provinsi besar
yaitu Jawa Tengah dan Bali. Oleh karena itu, tak heran jika Jawa Timur menjadi

salah satu pusat pertumbuhan industri dan jalur perdagangan berbagai daerah.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu
akan menjamin suatu wilayah kota atau daerah tersebut terhindar dari masalah
disparitas atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi
tingkat kesenjangan pendapatan, maka akan menyebabkan semakin tinggi jarak
pemisah antara orang berpenghasilan tinggi dengan orang yang berpenghasilan
rendah. Dimana, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi akan semakin
sejahtera, sebaliknya masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah akan
hidup serba berkecukupan dan kekurangan. Adapun, tabel ketimpangan
pendapatan yang di ukur melalui Indeks Ratio Gini Provinsi Jawa Timur adalah

sebagai berikut.

Tabel 1.2
Indeks Ratio Gini (IRG) Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun IRG Jawa Timur
2013 0,36
2014 0,37
2015 0,42
2016 0,40
2017 0,40

" Dokumen Pemerintahan Jawa Timur, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 20.45 WIB



Sumber : BPS, IRG Jawa Timur (diolah kembali).

Pada tabel 1.2 memperlihatkan Indeks Ratio Gini (IRG) atau angka
ketimpangan pendapatan Jawa Timur dalam kurun waktu selama lima tahun.
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa angka ketimpangan pendapatan
Jawa Timur yang diukur melalui Indeks Ratio Gini adalah sebesar 0,36 pada
tahun 2013. Peningkatan ketimpangan pendapatan terjadi pada tahun 2014
yaitu mencapai angka 0,37. Kemudian tahun berikutnya pada tahun 2015,
indeks ratio gini jawa timur mencapai angka 0,42. Namun, pada tahun 2016-
2017, terjadi penurunan dari 0,42 menjadi 0,40. Demikian, hal itu menunjukkan
bahwa ketimpangan pendapatan Jawa Timur yang diukur melalui Indeks Ratio

Gini tergolong tinggi.

Disparitas / ketimpangan pendapatan dirasakan oleh beberapa
kabupaten / kota di Jawa Timur salah satunya adalah Kota Malang.
Ketimpangan pendapatan Kota Malang tergolong tinggi dengan peringkat
nomor satu di Jawa Timur. Menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) menyebutkan bahwa Indeks Ratio Gini Kota Malang pada tahun 2017
adalah sebesar 0,42. Hal itu menujukkan bahwa ketimpangan pendapatan di
Kota Malang tergolong tinggi atau pendapatan semakin tidak terdistribusi
secara merata. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Provinsi

Jawa Timur dengan mengambil populasi sebanyak delapan kabupaten / kota di



Jawa Timur, antara lain Kabupaten Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kota

Probolinggo, Kediri, Madiun, Malang, dan Surabaya.

Dilihat dari luas wilayahnya, Kota Surabaya menduduki peringkat
kedua setelah Kota DKI Jakarta dengan memiliki luas sebesar 326,36 km2.
Kemudian kota / kabupaten terluas ketiga setelah Kota Jakarta dan Kota
Surabaya adalah Kota Malang dengan luas wilayahnya sebesar 110,06 km2.
Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kota tersebut memiliki jumlah

penduduk yang tinggi (padat).

Sementara jika dilihat dari potensinya, kedelapan kota / kabupaten di
Jawa Timur memiliki beragam sektor unggulan yang mampu dalam menunjang
perekonomian di masing-masing kota / kabupaten tersebut. Demikian dapat
dikatakan bahwa dengan adanya sektor unggulan di setiap masing-masing
wilayah / daerah diharapkan mampu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka hal itu dapat
meminimalisir tingkat disparitas atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa
Timur khusunya di delapan kota / kabupaten Jawa Timur. Berikut adalah tabel

Indeks Ratio Gini delapan kota / kabupaten di Jawa Timur.

Tabel 1.3

IRG 8 Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Timur



Kabupaten / Kota Rasio Gini Provinsi Jawa Timur
2013 2014 2015 2016 2017
Kab Jember 0,26 0,26 0,33 0,31 0,34
kab Banyuwangi 0,30 0,29 0,34 0,33 0,34
Kab Sumenep 0,29 0,25 0,26 0,31 0,24
Kota Kediri 0,33 0,31 0,40 0,39 0,40
Kota Malang 0,38 0,37 0,38 0,41 0,42
Kota Probolinggo 0,38 0,33 0,36 0,31 0,37
Kota Madiun 0,43 0,34 0,38 0,42 0,36
Kota Surabaya 0,37 0,39 0,42 0,39 0,39

Sumber : BPS, Gini Rasio Jawa Timur Tahun 2013-2017 (diolah kembali)

Menurut Kuznets, dalam penelitiannya mengenai ketidakmerataan
pendapatan mengatakan bahwa apabila nilai Indeks Ratio Gini (IRG) suatu
negara atau daerah tersebut semakin mendekati angka satu, maka tingkat
kesenjangan atau ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila
nilai IRG suatu negara atau daerah tersebut semakin mendekati angka nol, maka
tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu negara atau daerah

tersebut rendah atau merata ke semua lapisan masyarakat.®

Tingginya angka ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, yang diukur
melalui Indeks Ratio Gini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang
mempengaruhi. Diantaranya adalah tingginya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), tingkat inflasi yang tidak stabil, jumlah penduduk miskin, dan tingkat

8 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga, (Unit
Penerbit Dan Percetakan, Yogyakarta), Hal.126
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pengangguran terbuka. Keempat faktor ini memiliki keterkaitan dalam
mempengaruhi besar tidaknya disparitas pendapatan di Jawa Timur. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Ani Nurlaili mengenai disparitas pendapatan,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka
memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi dalam pembagian

pendapatan di Pulau Jawa.®

Persoalan mengenai disparitas atau ketimpangan pendapatan, tidak
lepas dari adanya peran sumber daya manusia (SDM) yang optimal. Disamping
dalam melakukan pemerataan pembangunan guna untuk meningkatkan
kemajuan perekonomian daerahnya, Pemerintah khususnya Jawa Timur juga
harus memperhatikan seberapa optimal tingkat pembangunan manusianya.
Menurut Santika, tingkat pembangunan manusia yang proposional akan dapat
berpengaruh dalam mendorong peningkatan kemajuan perekonomian.*® Untuk
mengetahui seberapa besar tingkat pembangunan manusia, dapat diukur

melalui indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun IPM Jawa Timur
2013 67,55
2014 68,14

® Ani Nurlaili, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di
Pulau Jawa Tahun 2007-2013” Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta)
101 Komang Oka Yasa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal.02
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2015 68,95
2016 69,74
2017 70,72

Sumber : BPS, IPM Jawa Timur (diolah kembali)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indikator
penting yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan
manusia di suatu daerah atau wilayah. Di dalam IPM, tersusun beberapa
komponen yaitu tingginya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat
standart hidup yang layak.!! IPM, dapat digolongkan ke dalam beberapa
Kriteria, yaitu rendah jika tingkat IPM di bawah 60, sedang jika berada pada
angka 60-70, tinggi jika mencapai angka 70-80, dan sangat tinggi jika berada

diatas angka 80.

Pada tabel 1.4 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Jawa Timur. Dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Jawa
Timur telah berhasil mencapai peningkatan dari tahun ke tahun (2010-2017).
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun indeks
pembangunan manusai Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Peningkatan
tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 70,72. Demikian, maka
dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kriteria IPM, yaitu

tergolong tinggi.

11 Website Resmi Badan Pusat Statistik, Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Diakses Pada
Tanggal 29 November 2019, Pukul 15:32.
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Tingginya tingkat pembangunan manusia di Jawa Timur tidak lepas dari
adanya peran serta keterkaitan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan
manusianya. Melalui pemanfaatan dan pemaksimalan potensi-potensi yang
ada, Jawa Timur telah mampu dan berhasil meningkatkan IPM atau sumber
daya manusianya. Namun, IPM yang tinggi belum tentu akan menjamin dalam
mengurangi atau meminimalisir ketimpangan pendapatan yang ada. Hal itu
dapat dilakukan dengan melakukan pemerataan pembangunan pada setiap
wilayah yang di Jawa Timur, sehingga dengan demikian maka diharapkan dapat
sedikit mengurangi tingkat disparitas atau ketimpangan pendapatan yang ada di

wilayah-wilayah Jawa Timur.

Selain dengan pemerataan pembangunan, tinggi rendahnya inflasi juga
dapat mempengaruhi dalam mengurangi tingkat kesenjangan distribusi
pendapatan di Kota Malang. Inflasi yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa
perekonomian semakin tidak baik. Begitupun dengan inflasi yang rendah, juga
akan berdampak tidak baik pada perekonomian. Sehingga dalam hal ini, inflasi
yang baik adalah inflasi yang terjaga kestabilannya, atau tidak terlalu tinggi dan
tidak terlalu rendah. Hal itu akan berdampak pada peningkatan laju

perekonomian dan distribusi pendapatan di daerah tersebut.

Tabel 1.5
Inflasi Jawa Timur Tahun 2013-2017
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Tahun Inflasi
2013 7,95%
2014 7,77%
2015 3,08%
2016 2,74%
2017 4,04%

Sumber : BPS, Inflasi Jawa Timur (diolah kembali)

Pada tabel 1.5 menunjukkan laju inflasi Jawa Timur selama kurun
waktu lima tahun. Berdasarkan tabel tersebut, laju inflasi Jawa Timur tertinggi
pada tahun 2013 yaitu mencapai 7,95%. Pada tahun berikutnya laju inflasi Jawa
Timur mengalami penurunan selama kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun
2014 sebesar 7,77%, 2015 sebesar 3,08, dan tahun 2016 dari 3,08% menjadi
2,74%. Penurunan tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 2017 laju Inflasi
Kota Malang kembali meningkat dari 2.74% menjadi 4,04%. Demikian dapat
dikatakan bahwa angka tersebut masih tergolong rendah mengingat laju inflasi

kurang dari 10%.

Permasalahan disparitas atau ketimpangan pendapatan, sejatinya tidak
dapat dipisahkan dari permasalahan pelik yang menyertainya. Pertambahan
jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja
menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya jumlah penduduk yang
mengangur. Hal itu juga akan berimplikasi pada laju pertumbuhan ekonomi

yang melambat. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera melakukan program
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pemerataan pembangunan sebagai bentuk upaya pengurangan tingkat

ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Miskin Dan Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur

Tahun Jumlah Penduduk Miskin
2013 4893,00
2014 4748,40
2015 4789,12
2016 4703,30
2017 4617,01

Sumber : BPS, Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur (diolah kembali)

Tabel 1.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2013 4,30
2014 4,19
2015 4,47
2016 4,21
2017 4

Sumber: BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang (Diolah Kembali)

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa
Timur dalam kurun waktu selama lima tahun. Berdasarkan tabel tersebut, dapat
dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Jawa Timur cenderung mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2017 jumlah penduduk
miskin mencapai angka 4617,01 jiwa. Meski demikian, berkurangnya jumlah
penduduk miskin yang ada di Jawa Timur belum tentu akan dapat mengurangi

tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.
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Sementara, pada tabel 1.7 menunjukkan seberapa banyak tingkat
pengangguran terbuka di Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun. Dapat
dilihat bahwa, pada tahun 2013-2014, tingkat pengangguran terbuka di Jawa
Timur mengalami penurunan yaitu sebesar 4,30 menjadi 4,19. Peningkatan
jumlah pengangguran terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,47. Kemudian pada
tahun 2016-2017, jumlah pengangguran perlahan mulai menurun dari 4,47
menjadi 4,21 dan 4. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa melalui
tabel jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur
setiap tahunnya mengalami penurunan, namun tingkat disparitas atau

ketimpangan di Jawa Timur tetap tinggi.

Masalah disparitas atau ketimpangan pendapatan menjadi topik yang
serius untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur, sebab
disparitas atau tingkat ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang
sampai saat ini masih belum sepenuhnya bisa teratasi dna setiap wilayah
dimanapun pasti akan mengalami masalah disparitas atau ketimpangan dalam
distribusi pendapatan, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya. Maka,
berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat ditarik suatu
penelitian yang berjudul “PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, INFLASI, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP INDEKS RATIO GINI

JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017".
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa
rumusan permasalahan dalam penelitian yang berjudul tentang “Pengaruh
Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat
Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Ratio Gini Jawa Timur Tahun 2013-

2017” dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap
Indeks Ratio Gini di Jawa Timur ?

2. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap Indeks Ratio Gini di Jawa Timur
?

3. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Ratio
Gini di Jawa Timur ?

4. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks
Ratio Gini di Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, beberapa tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) terhadap Indeks Ratio Gini di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Indeks Ratio Gini di Jawa

Timur.
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3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap

Indeks Ratio Gini di Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka
terhadap Indeks Ratio Gini di Jawa Timur.
D. Kegunaan Hasil
Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian
ini adalah dapat ditulis melalui dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat
praktis.
1. Manfaat Teoritis

1. Dapat memahami analisa dari teori-teori yang ada (khususnya di bidang
ekonomi) yakni pada teori Indeks Williamson, teori pembangunan, teori
pertumbuhan ekonomi dan metode regresi sebagai alat untuk
mengetahui seberapa besar tingkat IRG serta faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi di
Jawa Timur.

2. Melalui analisa menggunakan teori Indeks Willianson dan metode
regresi, diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan
pembelajaran bahwa, metode ini mampu menjawab permasalahan dan
memberikan hasil untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-
faktor tersebut terhadap IRG Jawa Timur.

3. Dengan berdasar pada teori-teori yang sudah ada (teori ekonomi),

penggunaan metode regresi bermanfaat untuk mengetahui hasil dari
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faktor-faktor yang mempenagruhi ketimpangan pendapatan atau IRG di

Jawa Timur.

2. Manfaat Parktis

1. Bagi Peneliti
Melalui penelitian tersebut, diharapkan penulis dapat
memahami dan memperoleh informasi mengenai seberapa besar tingkat
ketimpangan distribusi pendapatan dalam upaya pemerataan
pembangunan dengan menharapkan peningkatan kesejahteraan hidup
pada semua lapisan daerah. Sehingga, penulis dapat mengembangkan
serta mengaplikasikan sebagai wawasan pengetahuan dan sarana

edukasi.

2. Bagi Universitas
Sebagai bahan pembelajaran dan masukan mengenai hasil
pengembangan penelitian ini serta dapat menjadi acuan atau referensi

bagi para peneliti lainnya untuk masa mendatang kedepan.

3. Bagi Pemerintahan Daerah
Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan
beragam informasi penting pada lembaga otorisari pemerintahan daerah
dalam membangun daerahnya melalui pemerataan pembangunan pada
setiap lapisan daerah. Sehingga hal itu, akan berdampak pada

peningkatan kemajuan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan hidup.
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4. Bagi Bidang Ekonomi
Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat
ketimpangan pendapatan melalui pemerataan pembangunan pada setiap

wilayah atau daerah khususnya di wilayah-wilayah Jawa Timur.
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori Pembangunan Ekonomi
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju
perbaikan kondisi pada segala aspek secara berkelanjutan. Umumnya,
pembangunan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan
ekonomi. Beberapa ahli ekonomi klasik, telah mencoba melakukan

studi dan riset mengenai teori pembangunan ekonomi.

Menurut Lincolin Arsyad, dalam teorinya menyebutkan bahwa
pembangunan ekonomi merupakan suatu proses atau usaha untuk
meningkatkan pendapatan perkapita melalui perbaikan sistem
kelembagaan pada semua bidang, baik ekonomi, politik, hukum
maupun sosial dan budaya.'? Peningkatan tersebut dapat dilakukan
dengan membangun kerjasama sinergis antara pemerintah daerah dan
masyarakatnya. Dengan begitu maka pembangunan dapat terlaksana
dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup

masyarakatnya.

12 ] incolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Ketiga, (BPEF-
Yogyakarta,2016).



21

Sejalan dengan hal itu, maka Todaro berpendapat dalam
teorinya bahwa, pembangunan ekonomi merupakan suatu kondisi yang
multikompleks, dimana hal itu mencakup perubahan pada sikap-sikap
lembaga pemerintah dan masyarakatnya dalam mengurangi tingkat
kemiskinan, ketimpangan pendapatan, meminimalisir tingkat
pengangguran, serta perluasan lapangan kerja dalam mencapai tingkat
kesejahteraan hidup yang makmur dan berkeadilan.*®* Todaro juga
mengatakan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan maksud untuk

memperbaiki struktur perekonomian ke arah yang lebih baik.

Adapun, menurut Todaro, ada tiga hal yang harus menjadi
sasaran utama dalam melakukan pembangunan, diantaranya adalah; a)
melakukan perluasan dan peningkatan pada kebutuhan bahan dasar
pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan dan
perlindungan secara merata pada semua lapisan masyarakat. b)
memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan perluasan
lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan

sarana prasana kesehatan yang memadai. ¢) memperluas hubungan

13 Michael P, Todaro, Pembangunan Ekonomi, Edisi Ke 8, Hal 23
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kerjasama antar negara, baik dalam perdagangan luar negeri maupun

kerjasama bilateral antar negara-negara.'*

Dengan demikian, berdasarkan kedua teori tersebut, dan dari apa
yang sudah dijelaskan maka pembangunan ekonomi memiliki
pengertian yang sangat luas, tidak hanya berpengaruh terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pada semua aspek.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah
penentu akhir segalanya. Banyak faktor dan aspek lain yang harus
diperhatikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan

kesejateraan pada semua lapisan masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengertian pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya hampir
sama dengan pembangunan ekonomi. Hanya saja, pembangunan
ekonomi daerah ditujukan untuk memperbaiki kondisi perkonomian
dalam lingkup regional atau wilayahnya sementara pembangunan
ekonomi mencakup secara nasional. Dalam pengertiannya,
pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses atau upaya
dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama antara

pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan

14 bid, Hal.24
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potensi-potensi yang dimiliki setiap daerahnya baik berupa Sumber
Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusianya (SDM).%® Pada
dasarnya setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan
dimanfaatkan dalam mendorong kemajuan setiap daerahnya. Potensi
tersebut bisa berupa sektor-sekor potensial yang menunjang seperti
pembangunan industri maupun jasa. Sehingga, pemanfaatan tersebut
diharapkan akan berdampak pada kemajuan perekonomian pada daerah

tersebut.

Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Ratio Gini (IRG)
Hakikatnya, masalah disparitas atau ketimpangan pendapatan
tidak dapat dihindari, terutama pada negara-negara berkembang seperti
negara Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi serta kemajuan daerahnya, masalah ketimpangan pada
distribusi pendapatan akan selalu turut menyertai. Ketidakmerataan
pembangunan pada lapisan masyarakat membuat ketimpangan akan
semakin meluas. Demikian, hal itu dapat dilakukan dengan
meningkatkan pembangunan secara merata pada semua lapisan daerah.
salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya

manusia sekaligus tingkat pembangunan manusianya.

15 1bid, Hal 24
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Menurut Todaro dan Smith, untuk mengetahui seberapa besar

tingkat ketimpangan pada distribusi pendapatan pada suatu daerah

tersebut, dapat dianalisa dengan menggunakan Indeks Rasio Gini

(IRG). Terdapat dua indikator dalam mendukung hasil yang relevan saat

pengukuran tingkat ketimpangan tersebut, diantaranya adalah Indeks

Williamson dan Hipotesis Kuznet.

1.

Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan suatu indikator yang dapat
digunakan untuk menghitung seberapa besar tingkat penyimpangan
antara pendapatan penduduk perkapita daerah dengan pendapatan
penduduk perkapita nasional.!® Dalam perhitungannya, Indeks
Williamson menggunakan data pendapatan perkapita nasional
(PDB) maupun data pendapatan perkapita regional (PDRB) serta
jumlah penduduk yang ada disuatu negara atau wilayah tersebut.
Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian dapat dianalisa seberapa
besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan baik yang ada di

lingkup nasional (provinsi) maupun lingkup wilayah (regional).

Selain itu, Indeks Williamson juga menganalisa hubungan

antara tingkat kesenjangan atau ketimpangan terhadap

16 Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Ketiga, (BPEF-

Yogyakarta,2016).
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perkembangan ekonomi disuatu provinsi maupun di wilayah
tersebut. Menurutnya, semakin besar nilai yang dihasilkan maka
semakin besar pula tingkat kesenjangan atau ketimpangan di suatu
wilayah maupun di provinsi tersebut. Berikut adalah formula dari

perhitungan Indeks Willamson;

= YEXi-Y)2fi/n

Y
Keterangan :
W = Indeks Williamson
Yi = PDRB perkapita (kabupaten/kota)
Y = PDRB perkapita (Provinsi)
fi = Jumlah penduduk (kabupaten / kota)
n = jumlah penduduk (provinsi)

Berdasarkan rumus diatas, dari perhitungan Indeks
Williamson, dapat disimpulkan bahwa ketidaksamaan kesenjangan
atau ketimpangan pendapatan pada lingkup regional dilihat dari
awal pembangunannya. Semakin merata tingkat pembangunan,
maka akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih matang dan
pemusatan pada tingkat regional atau wilayah tersebut. Nilai Indeks

Williamson berkisar antara 0-1 (positif). Semakin mendekati angka
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satu maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan suatu daerah
tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati angka nol

maka tingkat ketimpangan semakin rendah.

2. Hipotesis Kuznets

Hipotesis ini, ditemukan oleh Simon Kuznets pada tahun
1955. Dalam penemuannya mengenai teori ketimpangan
pendapatan, Simon Kuznets menyatakan dalam hipotesisnya
mengenai kurva U terbalik (interved U curved). Menurutnya, pada
awal mulai pembangunan, distribusi pendapatan yang diterima
semakin tidak merata atau belum sepenuhnya merata, namun pada
saat berada atau mencapai tingkat pembangunan tertentu,

pendapatan yang diperoleh akan semakin merata.’

Dilihat dari gambar kurva 2.1 menunjukkan bahwa pada
tahap awal pembangunan, kecenderungan untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kesenjangan
distribusi pendapatan semakin besar. Hal itu disebabkan karena
pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya merata ke
semua lapisan masyarakat, sehingga pendapatan yang diterima

rendah. Begitupun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan

17 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga, (Unit
Penerbit Dan Percetakan, Yogyakarta), Hal.126
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pembangunan akan mencapai pada tahap lebih baik dan maju. Pada
saat pembangunan terdistribusi secara merata ke semua lapisan
daerah maka pembagian pendapatan yang diterima dapat

terdistribusi merata.

Gambar 2.1

Kurva hipotesis U-Terbalik Kuznets

Koefisien Gini
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02 -
PDB Perkapita

Implementasi nilai koefisien gini untuk negara yang tingkat
kesenjangannya diatas 0,5 keatas, mengindikasikan bahwa tingkat
disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau
daerah tersebut tergolong tinggi atau semakin tidak merata. Sementara,
nilai koefisien gini yang berada pada kisaran angka 0,2 sampai 0,3,
mengindikasikan bahwa tingkat disparitas atau ketimpangan
pendapatan di suatu negara atau daerah tersebut relatif terdistribusi
merata pada semua lapisan masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan

apabila nilai IRG suatu negara atau daerah tersebut semakin mendekati



28

angka satu, maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan
semakin tinggi. Sebaliknya, apabila nilai IRG suatu negara atau daerah
tersebut semakin mendekati angka nol, maka tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan pada suatu negara atau daerah tersebut rendah

atau merata ke semua lapisan masyarakat.

. Teori Inflasi

4.1 Teori Inflasi Menurut Keynesian

Menurut Keynes, dalam teorinya berpendapat bahwa, inflasi
terjadi karena gaya hidup masyarakat yang terlalu tinggi dengan
kapasitas diluar batas daya belinya. Keadaan tersebut menyebabkan
permintaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan menjadi tinggi,
akan tetapi tidak diimbangi dengan persediaan barang-barang

kebutuhan yang ditawarkan, sehingga hal itu memicu terjadinya inflasi.

Dasar pemikiran keynes menekankan pada bahasan mengenai
fenomena inflasi jangka pendek. Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh
daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat yang
memiliki kemampuan daya beli rendah, mengakibatkan barang-barang
yang tersedia akan di realokasikan kepada masyarakat yang memiliki
kemampuan daya beli tinggi. Oleh karena itu, laju inflasi akan berhenti
apabila kelompok masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup

untuk membeli barang-barang pada harga yang telah berlaku, sehingga
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permintaan barang-barang tidak lagi melebihi jumlah barang yang telah

ditawarkan.!®
4.2 Mark Up Model

Pada teori ini menjelaskan bahwa terjadinya inflasi dapat
dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu biaya produksi (Cost Of
Production) dan tambahan keuntungan (Profit Margin). Hubungan
pengaruh kedua komponen tersebut dapat dilihat dari perubahan harga.
Apabila terjadinya kenaikan harga pada kedua komponen tersebut
(biaya produksi dan tambahan keuntungan), maka harga jual barang
komoditi dipasar juga akan ikut naik. Akibatnya akan terjadi inflasi

pada kebutuhan barang-barang di masyarakat.*®

5. Hubungan Antar Variabel
5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketimpangan
Distribusi Pendapatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memiliki keterkaitan
terhadap masalah disparitas atau ketimpangan distribusi
pendapatan. Dimana, IPM dapat digunakan untuk mengetahui

seberapa besar tingkat pembangunan manusianya dalam

18 Adwin S. Atmadja, “Inflasi Di Indonesia: sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya”, Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan Vol.1 No.01, Jurnal (Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, 1999),
Hal.56

19 1bid, hal 32
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memanfaatkan dan mengolah sumber-sumber atau potensi yang ada
guna untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. IPM dapat
dikategorikan ke dalam tiga penilaian, yaitu IPM rendah berkisar
antara 10-40, sedang 40-60, tinggi berkisar antara 60-80, dan sangat
tinggi mencapai angka 90 keatas. Dalam hal ini, semakin besar
tingkat pembangunan manusianya maka harus pula diikuti dengan

pembangunan ekonomi yang menyertainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif dan
Rossy Agustin, menjelaskan bahwa IPM berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ketimpangan pada distribusi pendapatan.?°
Menurutnya, faktor yang menjadi kunci utama dalam membangun
SDM atau tenaga kerja yang produktif adalah dengan melalui
tingkat harapan hidup. Tingkat harapan hidup yang tinggi akan
menciptakan tenaga kerja yang produktif, yang mana di kemudian
hari akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita
masyarakat. Akan tetapi, meningkatnya pendapatan per kapita
belum merata ke semua lapisan daerah. pendapatan tersebut hanya

mengelompok pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi,

sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata dan

20 Muhammad A, Rossy Agustin, “Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhinya”, Jurnal (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah
Surakarta), Hal.326
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memicu terjadinya disparitas atau ketimpangan distribusi

pendapatan.

5.2 Inflasi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Inflasi merupakan suatu fenomena dalam ekonomi makro
yang tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita. Inflasi dapat
diartikan sebagai kenaikan harga barang kebutuhan secara umum.
Inflasi terjadi disebabkan karena meningkatnya pendapatan atau
penghasilan tetapi tidak diikuti oleh pertambahan jumlah produksi
barang-barang. Sampai saat ini, masalah inflasi masih menjadi hal
yang menakutkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik

dan stabil.

Menurut boediono (dalam Benni Ratriadi), inflasi dapat
diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu inflasi rendah, sedang dan
tinggi. Inflasi dikatakan rendah, apabila dibawah angka 10%,
dikatakan sedang jika 10%-30%, dan tinggi jika angkanya mencapai
30%-100%, serta hiperinflasi jika melebihi dari 100%.2! Indikator
yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar laju inflasi pada

setiap daerah/wilayah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

21 Benni Ratriadi, “Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten.Kota Di
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas
Negeri Semarang), Hal.25
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Laju inflasi harus berada pada titik keseimbangan atau tetap
memastikan inflasi terjaga kestabilannya. Perlu diketahui, bahwa
inflasi yang baik adalah inflasi yang tidak lebih dari 10% ataupun
diatasnya 30% melainkan inflasi yang tetap terjaga kestabilannya.
Menurut Benni, mengatakan bahwa inflasi tinggi akan memberi
dampak negatif bagi perkembangan perekonomian suatu daerah
tersebut. Salah satunya adalah dapat memperburuk pemerataan
pendapatan.?? Artinya, saat terjadi inflasi tinggi perusahaan maupun
rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kinerja atau produktivitas
yang akan dihasilkan, sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian
kondisi ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, terjadinya
inflasi memiliki keterkaitan terhadap ketidakmerataan pada

distribusi pendapatan di suatu wilayah tersebut.

5.3Jumlah Penduduk Miskin dan Ketimpangan Distribusi
Pendapatan
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan
kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi
kebutuhan hidup termasuk sandang papan pangan.?® Semakin tinggi

jarak pemisah antara orang yang berpenghasilan tinggi dengan

22 |bid, Hal.35
23 \Website Resmi Badan Pusat Statistik, Definisi Kemiskinan, Diakses Pada Tanggal 30 November 2019,
Pukul 15:01 WIB.
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orang yang berpenghasilan rendah maka akan semakin
memperlebar tingkat ketimpangan pendapatan pada suatu daerah
tersebut. Permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan
tidak lepas dari masalah kemiskinan yang menyertai. Kemiskinan
terjadi disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang

tinggi, namun lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas.

Menurut Todaro, persoalan mengenai ketimpangan dalam
distribusi pendapatan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah
penduduk miskin. Tingginya tingkat pertambahan jumlah penduduk
akan berimplikasi pada meningkatkatnya jumlah pengangguran,
adanya perbedaan antara struktur umur muda dan tua, dimana umur
akan menentukan tingkat Kkinerja/produktivitas yang dihasilkan
dalam mencapai pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau
daerah tersebut. Demikian, hal itu ditunjukkan oleh hasil penelitian
Linggar Dewangga Putra, yang mengatakan bahwa tinggi jumlah
penduduk miskin, akan berpengaruh terhadap pada ketimpangan
distribusi pendapatan bila tidak disertai dengan kenaikan tingkat

produktivitas tenaga kerjanya.?*

2 Linggar Dewata, “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah
Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007”, Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas
Diponegoro)
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5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Distribusi
Pendapatan
Secara umum, pengangguran dan kemiskinan memiliki
keterkaitan yang cukup erat dengan masalah disparitas atau
ketimpangan pendapatan. Pengangguran merupakan suatu kondisi
dimana penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja maupun
sedang mencari kerja namun belum mendapatkan atau
memperolehnya.?® Seseorang dapat dikatakan menganggur, apabila
jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja
yang diminta. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam pasar

tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran semakin bertambah.

Di Indonesia, pengangguran dikelompokkan berdasarkan
macam-macam jenis dan bentuknya. Menurut Sukirno (2000),
pengangguran dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, vyaitu
pengangguran friksional, struktural, dan konjungtor. Sementara,
dilihat dari bentuk penganggurannya ada pengangguran terbuka,
setengah pengangguran, tenaga kerja yang lemah, dan tenaga kerja

yang tidak produktif.

25 Sadono, Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga keynesian
Baru, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hal.8
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Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang
menjadi perhatian serius untuk segera diatasi. Tingginya tingkat
pengangguran akan berpengaruh terhadap segala aspek, salah
satunya adalah masalah disparitas atau ketimpangan dalam
pembagian pendapatan yang masih belum merata. Kedua hal
tersebut, sejatinya merupakan persoalan yang selalu meyertai dalam
upaya untuk memajukan suatu perekonomian negara atau

daerahnya.

Persoalan mengenai pengangguran dan ketimpangan tidak
dapat dihindari. Keduanya memiliki hubungan dalam menghambat
laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerahnya. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ganis, menyebutkan bahwa
tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruhi yang signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.?® Oleh karena itu,
maka menurut Arsyad, untuk mengurangi atau meminimalisir
tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan
pada negara berkembang adalah dengan memberikan upah yang
layak dan memadai serta meyediakan lapangan pekerjaan bagi

kelompok masyarakat msikin atau tidak berdaya.?’

26 Annisa Ganis, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi
Jawa Tengah”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro)

27 1bid, Hal.26
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan
oleh peneliti-peneliti terdahulu. Akan tetapi pada penelitian-penelitian
terdahulu terdapat perbedaan baik dari segi variabel penelitian, data tahun yang
diperoleh maupun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adanya
penelitian terdahulu, digunakan peneliti sebagai pendukung dalam kevalidan
penelitian, sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti
lain untuk dapat mengembangkan serta menjadikan penelit